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Mentjabut Keputusan Menteri Pertama No. 30/MP/1963,,\,:~ringga1
7 Maret 1963; :'~,-~:,":Ft::~_,f
:Membentuk:Panitia Negara Perantj ang Peraturan.teIl.t'Ong
Ti.ndakPidana Ekonomi;
Menetapkun susunan Panitia tersebut sebagai beri~t ",:
1. Sdr. Soegondo Soemodiredjo S.H. sebagai Ketua

dari Departemen Kehaki.man kap Anggo~a
20 Sdr. Moerto10 S.H. sebaga~ W~i.~ Ketua

dari Departemen.Kedjaksaan merangkap,Anggota
3. Sdr. Dr. Suprapto sebagai Atigg;'ota

dari Lembaga Pembina Hukum Nasiona1
dan Anggota DPR-GR golongan Karya

40 Sdr. Mansjur
Anggota DPR-GR golongan Hasi.onalis

5. Sdr. Achmad Dahlan Ranuwihardjo
Anggota DPR-GR.golongan Islam

60 Sdr. Drs. D.S.Matakupan
Anggota DPR-GR golongan Kristen
dan Katolik

70 Sdr. R.P.R. Situmeang
Anggota DPR-GR golongan Komunis

80 Sdr. Roesminah S.H.
dari Departemen Kehakiman

90 Sdr. Soelaeman Ka.rtasoeruitra
dari Departemen Perdagangan

10. Sdr. Na.fliMoena£'S.H.
dari Depurtemen Perdagangan
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IVIEMUTUSKAN
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN
REPUBLIK lNDONESIA

K~"'PUTUSAL\rPRESIDm-qREPUBLIK INDOl'1ESIA
1~0.211TAHUN 1964.

'barrwa"perlu dL'be.ntru.kee'bu.ar;panitia negara untuk memper­
'siupkrulperuturun tentang tindak pidana ekonomi.jang
sesuai dengan perkembangan ekonomi Indonesia berdasarkan.
Pantja Sila;
'bahwo, dalrunpanitia tersebut perlu dii.kutsertakan ba~k
pedjabut-pedjabat Negara maupun Anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong; ,
bahwa dengan demikian t:i.dakdiperlukan lagi.Paniti.a .
Interdepartemental Penindjauan Peraturan tentang Tindak
Pi.danaEkonomi jang di.bentukdengan Keputusan Menteri
Pertama No. 30/MP/1963 tangga1 7 Maret 1963;

1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
20 Keputusan Menteri Pertama No. 58/MP/1963 tanggal

18 Djuli 1963;
Musjawarah antara Pemerintah dan Pimpi.nanDewan perwakilan
R~~jat Gotong Rojong tangga1 21 Maret 1963;
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KEENAM
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':a.Panitia diberi tugas untuk menidjau kemba1i semua peratur
tindak pidana ekonomi dan menjiapkan rantjangan peraturan,
baru eeraua tindak pidano. jang dalam perkembangan ekonomi
Indonesia menudju masjarakat Adil dan makmur jang berkep
bo.dianPantja Sila harus diperlakukan s€bago.~tindak pida
no.ekonomi jang per1u diatur dan diadili setjara·chusus;
untuk itu Panitia berwenang meminta dan mendpp.atkan bahan
pertimba:ngruldari semua instansi jang dianggo.ppe:r:1u.

b. Do.lamwaktu 3 (tiga) bu:lailsetelah tanggo.1keputusari ini,
Panitio.harus sudah menjampaikan hasil kerdjanja kepada
Presidium Kabinet Kerdja dalam bentuk rantjangan.Undang-
undruig. .. , ; ,

:Menetapkan uang sidang dan bio.ja-biaja 1ainnja·sesuai. dengan
Keputusan Ii:TenteriPertamo. tanggal 18 Dju1:l1963 No. 58/MP/19
'dengan ketentuan bahwa : "
a. segola biaja untuk Panitio. tersebut dibebankan pada Angg

Belan~ja Sekretario.tNegaraj ,
~,~

bo segala 'sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana
mestinja, apabi1o.dikemudian hari ternjo.taterdapat keke­
liruan dalam Keputusan,ini.

KEEMPAT>

230 Sdr. Lal::sminiS.H.
dari Departemen Kehakiman

2)..-

sebagai 8ekretari
bukan Anggota
sebagai Waki1 ·8e-­
kretaris .bukan
Anggota. '.'
sebagai Wakil Se­
kretciri.s_bukan.
Anggotri --

220 Sdr. Ida Zoro.idaS.H.
dari Departemen Kehakiman

sebagai'Anggota

sebagai Anggota.

sebagai Anggota

- sebagai Anggota

-sebagai Anggota

sebagai Anggota'

sebagai Anggota

sebagai Anggota

sebagai Anggota

11. Sdr.
dari

12. Sdr.
dari

13. Ko1.
dari

14. Sdr.
dari

swbagai AnggotaR.A. Knrtadjumena S.H.
Bank Indonesia
Sunitioso S.lI.
Departemen Perhubungan Laut
Soejatmo
Departemen perindustrian Rakjat
Abdoe1rachmun S.H.
Mahkrunab.Agung

150 Sdr. Budi Harsono S.H.·
dari Departemen Agrario.

160 Sdr. Soemarsono S.H.
dari Departemen Agrario.

17. Sdr. M. Oetomo S.H.
dari Departemen Urusan Pendapatan,
Pembiajaan dnn Pengawasan

18. Sdr. Vl. Gu1tom
dari Depa.rtemenUrusan Pendapatan,
Pembiajaan dan Pengo.wasan .

19. Sdr. Dan Soe1aiman S.H.
dari Departemen Kedjaksaan

20. Sdr. Amir Danuhusodo S.H.
dari Departemen Kedjaksaan

21. Sdr. Nn. Budiarti S.H.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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SUKARNO

Ditetapkan di Djakarta -
pada tanggal.24 Agustus'19f>4.
PRESIDEI:{REPUBLIK INDONESIA

surnt keputusan ini disampaikon kepnda jang berkepentingan
untuk diketnhui dan dipergunakan sebagaimana mestiIlja.

Keputusnn ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

surat keputusan ini disampaikan kepada
1. Semua Wakil Perdana Menteri~
2. Semua Menteri~
3. Ment.eri/SekretarisNegara~
4. Menteri/Sekretaris Pres:idiumKabinet Kerdja~
5. M.P.R.S.~
6. D.P.R.-G.R.~
7. D.P.A.
8. BAPPENAS.
9. Badon Pemeriksa Keuangan,

10. Direktorat Perbendahanaan dan Kas Negara~
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Neg~a~
12. Direktorat Perdjalanan~
1.3. Kantor Uruson Pegawai~
1.4. Pd. Kepala Biro I sid VII Sekretariat'Negara,
untuk dLrcetr arru.L;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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